
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 202.2 Tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Perlu Menetapkan 
Peraturan Wall Kota Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APED Tahun 2023; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1 945; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 

Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang 
Nomotr 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan 
Peraturan Pcrundang-Undangan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali ierakhir dengan undang­ 
undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

Y. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6757; 

10. Peraruran Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
T<edudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagairnana Lelah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Rcpublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia 
Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pernerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

' 



Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6041 ); 

16. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 0322); 

L8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 2015 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

' 



Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pernerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Kota Kendari. 

3. Wall Kota adalah Wall Kota Kendari 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pernerintah Daerah yang rnelaksanakan 
Urusan Pemerintah Daerah, 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerirnaan yang perlu dibayar kembali 
dan /atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun 
anggaran yang bersa.ngkutan maupun pada tahun - tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal l 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
KENDARJ TAHUN ANGGARAN 2023 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 

scbagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Mentcri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
OperasionaJ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor I , 
Tambahan Lembaran Daerah Kora Kendari Nomor 27); 

24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 
tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2023 (Lernbaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2022 Nomor 5); 



(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 392.865.124.550,- yang terdiri atas : 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 157.130.000.000,-. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 79.455.438.215,-. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahlcan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf c clirencanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,-. 

(S) Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d ctirencanakan sebesar Rp. J.41.279.686.335,-. 

Pasal 4 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp.l.484.020.985.157,- Yang bersumber dari : 
a. Pendapatan asli daerah 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 3 

APBD Terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja daerah, dan Pernbiayaan daerah. 

Pasal 2 

7. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya clisebut SILPA adalah 
selisih lebih realisasi penerirnaan dan pengeluaran anggaran selarna 1 (satu) 
periode anggaran. 

8. Surplus Anggaran Daerah adaJah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan 
belanja. 

9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendaparan Daerah 
dan belanja Daerah. 

10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihka.n untuk mendanai kebutuhan 
pcmbangunan prasarana dan sarana Dacrah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah 
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
14. Pinjarnan Daerah adalah sernua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk mernbayar 
kernbali. 



(1) Anggaran Belanja Operasi sebagairnana dimaksud dalam pasaJ 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 1.159.021.517. l l l,- Yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
e. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 672.811.975.281,-. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 418.227.618.509,-. 

(4) Belanja Bunga sebagaimana di:maksud pada ayat (l) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 23.164.642.634,-. 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 44.169.480.687,-. 

(6) Belanja Bantuan Sosial sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 647.800.000,-. 

Pasal 8 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp, l.495.176.479.725,- Yang terdiri atas: 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; dan 
c. Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 7 

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.210.112.542,- yang 
terdiri atas Iain-Iain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

(2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Pcraturan Pcrundang­ 
Undangan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) direncanakan sebesar 
Rp. 15.210.112.542,-. 

Pasal 6 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. l.075.945.748.065,- yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagairnana dirnakaud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 969.293.247.000,- 

(3) Pcndapatan Transfer Antar Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (J) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 106.652.501.065,- 

Pasal 5 



(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dlmaksud dalam pasal ll 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.063.463.024,- Yang terdiri atas : 
a. Pernbayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo. 

Pasal 13 

(1) Anggaran Penerirnaan Pembiayaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.218.957 .592,- Yang terdiri ams : 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. 

(2) (SILPA) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 74.218.957.592,-. 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp. 74.218.957.592,- yang terdiri atas : 
a. Penerimaan pembia_yaan; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 11 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 54.000.000.000,- yang terdiri atas belanja tidak 
terduga. 

Pasal 10 

(L] Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 282.154.962.614,- terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah, 
b. Belanja modal peralaran dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 26.549.258.507,-. 

(3) Belanja. modal peralatan dan mesin sebagairnana dimaksud pada ayat ( L) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.240.826.222,-. 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dircncanakan scbcsar Rp. 59.082.960.086,-. 

(SJ Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 125.034.829.949,-. 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp, 6.152.493.650,-. 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 1.094.594.200,-. 

Pasal 9 



LampiranX 

Lampiran IX 

Larnpiran Vlfl 

Lampiran Vil 

Lampiran VI 

Lampiran V 

Hibah; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 
Bantuan Sosial; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Belanja Bagi Hasi.1; 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pernerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jeuis, Objek, Rincian Objek Pendapatan 
Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan gas alam/Tambahan DBH - Minyak dan Bumi 
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiaran, Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian Dana Tarnbahan Infrastruktur Menurut urusan 
Pernerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, 
Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemeriritah Kota Pada Daerah 
Pcrbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Lampi.ran IV 

Lampiran JU 

Lampiran Il 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dirnaksud dalarn pass] 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kota ini meliputi : 
Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pernbiayaan; 
Penjabaran APBD Mcnurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
.Jeuis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Daftar Narna Penerima, Alamat, Penerima dan Besaran 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (11.155.494.568,-). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan scbcsar Rp. 11.155.494.568,-. 

Pasal 14 

(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.063.463.024,-. 

.. 



BEIUTA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR Tl 

Ditetapkan di Kendari 
Pada tanggal :io - I;!.- 2022 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal .:Ji) - la.- 2022 

4 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali 
Kora ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraruran Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 17 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wall Kota ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokurnen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
l:'erangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, 

Pasal 16 

' . 
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